Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pergeseran kekuasaan legislasi menurut perubahan undang-undang

dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 : Analisis yuridis normatif

dan studi mengenai peran DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi,

Eada periode keanggotaan DPR RI tahun 1999-2004 dan periode
eanggotaan DPR RI tahun 2004-2009

Rudi Rochmansyah, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=95777& |okasi=|okal

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan
Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan
pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan
(distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan
kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem
pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam
pandangan Jimly Asshiddiqgie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah
dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara,
yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan
kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.

Pergeseran kekuasaan legislas merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD
1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Sedangkan DPR sebagai |lembaga legidatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-
Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga
memegang kekuasaan legidlatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah
pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat
dominan dalam menyel enggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun
kekuasaan legidlatif.

Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check
and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR.
Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan
membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai
hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya
pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legidlatif dipegang oleh DPR
sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut
prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legidatif dan
Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan


https://lib.ui.ac.id/detail?id=95777&lokasi=lokal

pemerintahan.



